BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3 TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12
ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015
tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan,
Tata Cara Pembagian, dan Penetapan Rincian
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan  Daerah  Istimewa  Jogjakarta



sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di
Djawa  Timur/Tengah/Barat dan  Daerah
Istimewa Jogjakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016

tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa;

10.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun
2016 tentang Indeks Desa Membangun;



Menetapkan :

11.Peraturan Menteri Keuangan Nomor
49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;

12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun
2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2017;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 119 Tahun
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGGUNAAN, TATA CARA PEMBAGIAN, DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD
adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,
dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah Desa adalah jumlah desa yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan
kegiatan yang didahulukan dan diutamakan
daripada pilihan kegiatan lainnya untuk
dibiayai dengan Dana Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk
jangka waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang
selanjutnya disingkat RKP Desa adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah
hak yang merupakan warisan yang masih hidup
dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa  sesuai  perkembangan  kehidupan
masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat Desa yang telah
dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat
desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan
kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya

mengembangkan kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat dengan meningkat-
kan pengetahuan, sikap, keterampilan,

perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
Keuangan Desa adalah semua hak dan
kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barang
yang berhubungan dengan pelaksanaan hak
dan kewajiban desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluru-
han kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban.

Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening
Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditunjuk.
Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat
RKD adalah rekening tempat penyimpanan
uang desa untuk menampung seluruh
penerimaan desa dan membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditunjuk.
Indeks Kesulitan  Geografis Desa yang
selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka



18.

19.

20.

21.

22.

23.

yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis
suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan
pelayanan  dasar, kondisi  infrastruktur,
transportasi, dan komunikasi.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa
yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran Dana Desa selama 1
(satu) periode anggaran.

Indeks Desa Membangun adalah Indeks
Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan
Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks
Ketahanan Ekologi Desa.

Tipologi Desa adalah merupakan fakta,
karakteristik dan kondisi nyata yang khas
keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang
berubah berkembang dan diharapkan terjadi di
masa depan (visi Desa).

Desa Maju Desa Pra Sembada adalah Desa yang
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi
dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
Desa, kualitas hidup manusia, dan
menanggulangi kemiskinan.

Desa Berkembang atau Desa Madya adalah
Desa potensial menjadi Desa Maju, yang
memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi,
dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara
optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan
menanggulangi kemiskinan.

Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah
Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial,
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang
mengelolanya dalam upaya  peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup
manusia serta mengalami kemiskinan dalam
berbagai bentuknya.



24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya
membentuk, memperkuat dan memperluas
usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada
satu produk unggulan di wilayah Desa atau di
wilayah antar-Desa yang dikelola melalui
kerjasama antar Desa.

Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu
upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas
dan kapabilitas manusia sebagai intisari
pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa
menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-
pilihan yang diputuskan secara mandiri.
Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya
mengoptimalkan sumber daya Desa secara
mandiri dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan Desa.

Lingkar Budaya Desa  adalah proses
pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja
budaya swadaya, gotong royong yang
berdasarkan pada semangat kebersamaan,
persaudaraan dan kesadaran melakukan
perubahan dengan berdasarkan pada nilai,
norma dan semangat Pancasila.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya
disingkat  BPD adalah  lembaga  yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan  pemerintahan dan = kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



31.

32.
33.

34.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Bupati adalah Bupati Kulon Progo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu

sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam
menentukan bidang dan  kegiatan  bagi
penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang
dibiayai dari DD.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu

(1)

agar pelaksanaan pembangunan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan
sesuai perencanaan.
BAB II
PRINSIP PENGELOLAAN
Pasal 3

Pengelolaan DD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

lainnya yang diatur melalui mekanisme APB
Desa.

Pengelolaan DD direncanakan melalui
mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam
musyawarah desa melibatkan BPD,

Pemerintahan Desa dan masyarakat dengan
mengacu pada RPJM Desa serta dituangkan
dalam RKP Desa dan APB Desa.

Pengelolaan DD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif,
teknis, dan hukum.

Setiap pengeluaran belanja yang bersumber dari
DD, harus didukung dengan bukti yang lengkap
dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
harus mendapat pengesahan dari Sekretaris
Desa atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti pengeluaran belanja.

Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud
pada  ayat (4) tidak dapat dilakukan sebelum
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak
Penghasilan  (PPh) dan  pajak lainnya,
melaksanakan pemotongan dan/atau
pemungutan  serta  menyetorkan  seluruh
penerimaan pemotongan dan/atau pemungutan
pajak pengeluaran belanja yang bersumber dari
DD ke rekening kas negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB III
PENGALOKASIAN
Pasal 4
(1) DD dialokasikan kepada seluruh desa di Daerah.

(2) Rincian DD untuk setiap Desa di Daerah Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) DD dialokasikan kepada Desa dihitung secara
berkeadilan berdasarkan :
a. Alokasi Dasar; dan
b. Alokasi Formula.

(2) Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara
membagi Alokasi Dasar Daerah dengan jumlah
Desa di Daerah.

(3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap Desa
menggunakan bobot sebagai berikut :

a. 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk
jumlah penduduk;

b. 35 % (tiga puluh lima per seratus) untuk
angka kemiskinan;

c. 10 % (sepuluh per seratus) untuk Iluas
wilayah; dan

d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat
kesulitan geografis.



(4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dihitung dengan rumus sebagai

berikut :
AF setiap Desa
Keterangan
AF setiap Desa

z1

Z2

Z3

Z4

DD Kab
AD Kab

(5) Data jumlah penduduk,

kemiskinan, dan

0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) +
(0,10 * Z3) + (0,30 *
Z4)}*(DD Kab-AD Kab)

Alokasi Formula setiap
Desa.

rasio jumlah penduduk
setiap Desa terhadap total
penduduk Desa di Daerah.
rasio jumlah penduduk
miskin setiap desa
terhadap total penduduk
miskin Desa di Daerah.
rasio luas wilayah setiap
Desa terhadap luas wilayah
Desa di Daerah.

rasio Indeks Kesulitan
Geografis (IKG) setiap Desa
terhadap total IKG Desa di
Daerah.

pagu Dana Desa Daerah
besaran  Alokasi Dasar
untuk setiap Desa
dikalikan jumlah Desa
dalam Daerah.

luas wilayah, angka
kesulitan  geografis

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari
kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

11
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

BAB IV
PENYALURAN
Pasal 6

Penyaluran dan pencairan DD dilakukan melalui
bank yang ditunjuk atau RKD.

Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari
RKUD ke RKD.

Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana
Desa diterima di RKUD.

Penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), berdasarkan alokasi dana masing-
masing Desa.

Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), dengan tahapan sebagai berikut :

a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah membuatkan tanda terima sebagai
lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk
proses Surat Perintah Membayar dan Surat
Perintah Pencairan Dana; dan

b. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana
sebagaimana dimaksud pada huruf a
Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah melakukan
pemindahbukuan Dana Desa.



Pasal 7

(1) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap,
yaitu:
a. tahap I sebesar 60 % (enam puluh per
seratus); dan
b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh per
seratus).

(2) Penyaluran DD tahap I dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan :
a. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
b. Laporan Realisasi Penggunaan DD Tahun
Anggaran sebelumnya.

(3) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

(4) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
pengunaan Dana Desa Tahap I yang
menunjukkan paling kurang telah digunakan
sebesar 50 % (lima puluh per seratus) kepada
Bupati melalui Camat.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan ayat (4) setelah dilakukan
konsolidasi  disampaikan kepada  Menteri
Keuangan oleh Bupati.

(6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) didelegasikan dari Bupati kepada
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(9

(1)

BAB V
PENGGUNAAN
Pasal 8

DD diprioritaskan untuk membiayai
pelaksanaan program dan kegiatan berskala
lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat @ Desa  sesuai
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa.

Prioritas penggunaaan DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada
masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang
publik atau ruang vyang dapat diakses
masyarakat Desa.

Penggunaan DD untuk prioritas bidang
Pembangunan Desa  dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan
belanja Desa yang disepakati dan diputuskan
melalui Musyawarah Desa.

Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan

penyusunan RKP Desa dan APB Desa.

RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Dalam menentukan prioritas penggunaan DD
didasarkan pada prinsip :



a. keadilan, dengan mengutamakan hak dan
kepentingan seluruh warga Desa tanpa
membeda-bedakan;

b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan
kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih
dibutuhkan dan berhubungan langsung
dengan kepentingan sebagian besar
masyarakat Desa;

c. kewenangan Desa, dengan mengutamakan
kewenangan hak asal usul dan kewenangan
lokal berskala Desa;

d. partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa
dan kreatifitas Masyarakat;

e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa
mengutamakan pelaksanaan secara mandiri
dengan pendayagunaan sumber daya alam
Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan
keterampilan warga Desa dan kearifan lokal,
dan

f. tipologi Desa, dengan mempertimbangkan
keadaan dan kenyataan = karakteristik
geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi,
dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan
atau perkembangan dan kemajuan Desa.

(2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f, meliputi :
a. tipologi desa berdasarkan kekerabatan
meliputi :

1. desa geneologis yaitu suatu desa yang
ditempati oleh sejumlah penduduk
dimana masyarakatnya mempunyai
ikatan secara keturunan atau masih
mempunyai hubungan pertalian darah;

2. desa teritorial yaitu suatu desa yang
ditempati sejumlah penduduk atas dasar
suka rela dan terbentuk menjadi tempat
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pemukiman berdasarkan kepentingan
bersama; dan
3. desa campuran yaitu suatu desa dimana

penduduknya mempunyai ikatan
keturunan dan wilayah sama kuatnya.
b. tipologi desa berdasarkan hamparan
meliputi :

1. desa pesisir/desa pantai;
2. desa dataran rendah/lembah;
3. desa dataran tinggi; dan
4. desa perbukitan/pegunungan.
c. tipologi desa berdasarkan pola permukiman
meliputi desa dengan permukiman :

1. menyebar;
2. melingkar;
3. mengumpul; dan
4. memanjang (seperti pada  bantaran
sungai/jalan).
d. tipologi desa berdasarkan pola mata
pencaharian atau kegiatan utama

masyarakat meliputi :

1. desa pertanian;

2. desa nelayan;

3. desa industri (skala kerajinan dan/atau
manufaktur dengan teknologi sederhana
dan madya); dan

4. desa perdagangan (jasa-jasa).

e. tipologi desa berdasarkan tingkat perkemba-
ngan kemajuan desa meliputi :

1. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada,;

2. Desa Berkembang atau Desa Madya; dan

3. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya.

(3) Data tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf e bersumber dari Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.



Pasal 10

DD digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan bidang pembangunan Desa yang ditujukan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan, dengan

memprioritaskan penggunaan DD diarahkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan

Desa, antara lain :

a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk
pemenuhan kebutuhan :

1. lingkungan pemukiman;

2. transportasi;

3. energi; dan

4. informasi dan komunikasi.

b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial
dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesehatan masyarakat; dan

2. pendidikan dan kebudayaan.

c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk
mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang
meliputi:

1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif
untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif
yang difokuskan pada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan yang meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran; dan

3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya
yang difokuskan pada kebijakan satu Desa
satu produk unggulan yang meliputi aspek
produksi, distribusi dan pemasaran.

17



d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lingkungan
untuk pemenuhan kebutuhan:

1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam;

3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
4. pelestarian lingkungan hidup.

e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan
pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang
sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam
Musyawarah Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan

pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat

mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan

tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi :

a. Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada :

1. pengadaan, pembangunan, pengembangan,
dan pemeliharaan sarana prasarana dasar;
dan

2. pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan sarana prasarana ekonomi
serta pengadaan produksi, distribusi dan
pemasaran yang diarahkan pada upaya
mendukung pembentukan usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi
pertanian untuk ketahanan pangan dan
usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan
pembangunan Desa pada :

1. pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta
pengadaan sarana prasarana produksi,
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distribusi dan pemasaran untuk mendukung
penguatan usaha ekonomi pertanian berskala
produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan
pangan dan usaha ekonomi lainnya yang
difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan; dan

. pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur serta  pengadaan  sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya mendukung
pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap
pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan
pembangunan pada :

1.

pembangunan, pengembangan dan
pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta
pengadaan sarana prasarana produksi,
distribusi dan pemasaran untuk mendukung
perluasan/ekspansi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif, usaha ekonomi
untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan; dan

. pembangunan dan pemeliharaan

infrastruktur serta pengadaan  sarana
prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada upaya mendukung
peningkatan kualitas pemenuhan akses
masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial
dasar dan lingkungan.

Pasal 12

DD digunakan untuk membiayai program dan
kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat Desa dengan
mendayagunakan potensi dan sumber dayanya
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sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya
secara mandiri dengan memprioritaskan program
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa,
antara lain:
a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam
proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan Desa;
pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
pengembangan sistem informasi Desa;
dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial
dasar di bidang pendidikan, kesehatan,
pemberdayaan perempuan dan anak, serta
pemberdayaan  masyarakat marginal dan
anggota masyarakat Desa penyandang
disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian
lingkungan hidup;

g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana
alam, penanganan bencana alam  serta
penanganan kejadian luar biasa lainnya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha
ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa
dan/atau BUM Desa Bersama;

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh
kelompok masyarakat, Lkoperasi dan/atau
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

j. pengembangan kerjasama antar Desa dan
kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa
lainnya yang sesuai analisa kebutuhan Desa dan
ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

° oo o

Pasal 13

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai DD,
dapat mempertimbangkan tipologi Desa



berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa,

meliputi :

a. Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis
Lumbung Ekonomi Desa meliputi :

1.

pembentukan usaha ekonomi
warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa
Bersama dan/atau lembaga  ekonomi
masyarakat Desa lainnya melalui pemberian
askes modal, pengelolaan produksi, distribusi
dan pemasaran bagi usaha ekonomi
pertanian berskala produktif dan wusaha
ekonomi lainnya yang difokuskan kepada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
dan

. pembukaan lapangan kerja untuk

pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa.

b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Desa untuk
memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi :

1.

penguatan usaha ekonomi warga/kelompok
dan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui
pemberian  akses  modal, pengelolaan
produksi, distribusi dan pemasaran bagi
usaha ekonomi pertanian berskala produktif,
usaha ekonomi untuk ketahanan pangan,
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan
kepada kebijakan satu Desa satu produk
unggulan;

. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga

kerja terampil dan pembentukan
wirausahawan di Desa; dan

pengembangan lapangan  kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa.
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c. Desa Maju memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk

menegakkan Lumbung Ekonomi Desa meliputi :

1. perluasan/ekspansi usaha ekonomi
warga/kelompok dan BUM Desa/BUM Desa
Bersama melalui pemberian akses modal,
pengelolaan produksi, distribusi dan
pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian
berskala produktif, usaha ekonomi untuk
ketahanan pangan, dan wusaha ekonomi
lainnya yang difokuskan kepada kebijakan
satu Desa satu produk unggulan;

2. peningkatan kualitas dan kuantitas
wirausahawan di Desa;

3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga
kerja ahli di Desa; dan

4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk
pemenuhan kebutuhan hidup bagi
masyarakat Desa.

. Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun

Desa  Maju memprioritaskan  kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis

dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira

Desa, meliputi :

1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan
pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan perempuan dan
anak, serta pemberdayaan masyarakat
marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan
pelestarian lingkungan hidup;

3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi
bencana alam, penanganan bencana alam,
serta penanganan kejadian luar biasa
lainnya;



€.

(1)

(2)

(3)

4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa
untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana
Desa secara transparan dan akuntabel; dan

S. peningkatan partisipatif masyarakat dalam
memperkuat tata kelola Desa yang
demokratis dan berkeadilan sosial.

Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun

Desa Maju memprioritaskan kegiatan

pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis

dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa,
meliputi :

1. membentuk dan mengembangkan budaya
hukum serta menegakkan peraturan hukum
di Desa;

2. membentuk dan mengembangkan
keterbukaan informasi untuk mendorong
masyarakat Desa yang partisipatif dan
komunikatif; dan

3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi, dan
budaya Desa.

Pasal 14

Dalam penyusunan prioritas penggunaan DD,
Pemerintah Desa harus menggunakan data
Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan
oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemerintah Desa menyampaikan laporan
prioritas penggunaan DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Camat.

IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam Lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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BAB VI
SANKSI
Pasal 15

(1) Dalam hal suatu desa terdapat SiLPA DD lebih
dari 30 % (tiga puluh per seratus) pada tahun
anggaran sebelumnya diberikan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa penundaan penyaluran DD tahap I
tahun anggaran berjalan sebesar SiLPA DD.

(3) Penyaluran DD akibat sanksi penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
bersamaan pada penyaluran DD tahap II.

(4) Dalam hal suatu Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan pada tahun anggaran
berjalan masih terdapat SiLPA DD lebih dari
30% (tiga puluh per seratus) diberikan sanksi.

(5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa pemotongan DD tahun anggaran
berikutnya sebesar SiLPA DD tahun berjalan.

(6) Penundaan sebesar SiLPA DD lebih dari 30 %
(tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan pemotongan DD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diperhitungkan dari
alokasi DD suatu desa.



BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan DD.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Camat.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi
pembinaan, evaluasi, pengawasan, dan evaluasi
terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya.

Pasal 17

(1) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas
pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana
Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Camat untuk dilakukan
penilaian.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2017

Pj. BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 3
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